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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarub kompetisi politik, press visibility, tingkat pembangunan teknologi
informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerab, terbadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah
provinsi di Indonesia. Data penelitian ini terdiri dari 170 dokumen anggaran selama periode 2016-2020 yang
dikumpulkan dari 34 pemerintab provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode sensus. Data tersebut kemudian
dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hastl analisis menunjukan babwa press visibility dan komitmen kepala
daerah berpengarnb signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia.
Sedangkan kompetisi politik, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengarub signifikan
terbadap terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintab provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini
berkontribusi pada penelitian akuntansi sektor publik dengan meningkatkan pemabaman terhadap tingkat transparansi
anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia.

Kata kunci: komitmen kepala daerab, kompetisi politik, press visibility, transparansi anggaran.
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PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan kebijakan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Hal
ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan (Republik Indonesia, 2008). Pemerintah juga menerbitkan instruksi menteri dalam negeri
No. 188.52/1797/S]/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), instruksi
tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyajikan konten dalam website
resminya dengan nama TPAD.

Transparansi anggaran bertujuan agar publik diberikan akses informasi terkait anggaran publik,
schingga memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi keputusan tentang pendapatan pemerintah
dan pengeluaran atau belanja pemerintah (Klun dkk, 2019). Menurut Mourao dkk, (2020) anggaran
pemerintah daerah adalah salah satu dokumen kebijakan yang paling penting karena menyusun program
dan tujuan kebijakan pemerintah daerah. Untuk alasan ini, anggaran pemerintah daerah harus
dipublikasikan secara tepat waktu, komprehensif, dapat dipahami, serta harus akurat dan dapat diandalkan
(Ott dkk., 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, pada gambar 1
menunjukkan tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi masih belum konsisten.
Berdasarkan gambar 1 menunjukkan hingga tahun 2020 hanya 5 (lima) provinsi yang mengungkapkan
dokumen anggaran secara lengkap, sementara 13 (tiga belas) provinsi tidak lengkap dalam
mengungkapkan dokumen anggaran dan 16 (enam belas) provinsi tidak mempublikasikan anggarannya
pada website resminya. Hal ini menggambarkan pemerintah provinsi belum optimal dalam pelaksanaan
regulasi keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Atas fenomena dan
fakta tersebutlah yang menjadi dasar peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal atau faktor-faktor yang dapat
memengaruhi tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia.
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Gambar 1. Tingkat Transparansi Anggaran melalui Website Pemerintah Provinsi

Tingkat Transparansi Anggaran Melalui website
Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2020
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Stanic (2018) menyatakan bahwa transparansi anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh
faktor keuangan (leverage dan tingkat utang), faktor politik (kompetisi politik, karakteristik eksekutif, jenis
pemerintahan), faktor kependudukan dan media (jumlah penduduk, tingkat akses internet, tingkat
pengangguran dan visibilitas media). Penelitian sejenis juga dikembangkan oleh Ott dkk, (2019) yang
melakukan penelitian tentang Ownline Local Budget Transparency (OLBT) di negara Kroasia dan Slovenia
menggunakan ukuran transparansi anggaran berdasarkan Open Local Budget Index yakni ketersediaan 5
dokumen anggaran. Variabel independen yang digunakan diantaranya populasi, kapasitas administrasi,
tingkat pengangguran, pendapatan penduduk dan kekayaan pemerintah. Penelitian ini akan fokus
pada tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia dengan mengadopsi
variabel dari penelitian terdahulu. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat transparansi anggaran
yang akan digunakan diantaranya faktor politik (kompetisi politik), faktor media dan teknologi informasi
(press visibility, tingkat pembangunan teknologi infomasi komunikasi), faktor komitmen kepala daerah.
Selain itu yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu tingkat transparansi anggaran diukur
bedasarkan ketersediaan dokumen anggaran menurut instruksi menteri dalam negeri No.
188.52/1797/S]J /2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh
tingkat kompetisi politik, press visibility, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, serta
komitmen kepala daerah terhadap tingkat transparansi anggaran pada website pemerintah provinsi di
Indonesia. Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah provinsi untuk menerapkan transparansi
anggaran melalui website pemerintah. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap keterbukaan
informasi terutama informasi anggaran.

TINJAUAN LITERATUR

Transparansi anggaran merupakan sejauh mana kemudahan warga negara dapat mengakses informasi
tentang anggaran dan memberikan umpan balik tentang pendapatan, alokasi, dan pengeluaran pemerintah
(Nor dkk, 2021). Tavares & da Cruz, (2017) mendefinisikan on/ine transparency yakni publisitas on/ine dari
semua tindakan pemerintah dan perwakilan mereka untuk memberikan informasi yang relevan kepada
masyarakat sipil secara lengkap, tepat waktu, dan dapat diakses melalui situs web resmi pemerintah.
Namun pada realitasnya tingkat transpransi anggaran melalui website pemeritah provinsi di Indonesia
masih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu ada berbagai faktor yang diduga memengaruhi tingkat
transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia.

Berliner & Ectlich, (2015) menyatakan bahwa kompetisi politik berperan penting dalam reformasi
institusi pemerintah dengan meningkatkan akses informasi. Menurut Ott dkk, (2019) faktor kompetisi
politik berpengaruh terhadap Owline Local Budget Transparency. Semakin tinggi kompetisi politik suatu
pemerintah daerah maka akan semakin besar kecenderungan kepala daerah untuk menyediakan informasi
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karena akan menanggung biaya pengawasan yang lebih besar dari saingan politiknya (Laswad dkk, 2005).
Hal ini sejalan dengan Araujo dan Tejedo-Romero (2016) dan Citro dkk., ( 2021) yang menyatakan
bahwa persaingan politik memengaruhi tingkat transparansi anggaran. Berbeda dengan penelitian Birskyte
(2018) menyatakan bahwa tingkat persaingan politik dalam pemilihan kepala daerah tidak berpengaruh
terhadap transparansi anggaran .

Faktor berikutnya yang diduga berpengaruh terhadap transparansi anggaran adalah press visibility .
Laswad dkk, (2005) menyatakan bahwa press visibility memiliki hubungan positif terhadap pelaporan
keuangan sukarela melalui internet. Mengingat kemampuan media seperti itu, pemerintah dipaksa untuk
menjelaskan, menjawab, atau menyangkal masalah khusus yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini
berdasarkan teori stewardship bahwa pemerintah akan berusaha meningkatkan pengungkapan anggaran
kepada publik dengan memanfaatkan media website agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Namun, berdasarkan penelitian (Garcia & Garcia-Garcia, 2010) press visibility tidak berpengaruh terhadap
transparansi anggaran melalui website.

Tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi diduga berpengaruh terhadap
tingkat transaparansi anggaran memaluai website. Chen dkk, (2019) menyatakan bahwa tingkat teknologi
informasi berpengaruh terhadap transparansi keuangan. Semakin tinggi tingkat pembangunan teknologi
informasi dan komunikasi, maka akan semakin besar kemudahan akses masyarakat melalui internet.
Sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan keterbukaan informasi yang lebih luas termasuk
informasi anggaran melalui website pemerintah daerah. Disisi lain, meningkatnya penggunaan internet oleh
warga telah mendorong permintaan akan informasi anggaran on/ine, yang juga telah mengubah perilaku
pemerintah.

Nor dkk, (2019) menjelaskan bahwa komitmen kepala daerah terhadap akuntabilitas dan
transparansi sangat penting untuk berkontribusi pada akuntabilitas organisasi. Semakin berkomitmen
kepala daerah terhadap laporan keuangannya, semakin baik pula opini audit yang diperolehnya yang
selanjutnya mendorong mereka untuk lebih mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik agar
terlihat baik di mata publik. Apalagi jika terkait anggaran sebagai gambaran rencana keuangan daerah
dimasa depan dan pelayanan publik, maka seharusnya kepala daerah lebih komitmen untuk melaksanakan
keterbukaan informasi tersebut.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Tingkat Kompetisi Politik terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui website
pemerintah Provinsi

Menurut Baraldi (2015) kompetisi politik merupakan suatu proses kompleks dalam demokrasi dimana
adanya persaingan politik untuk mendapatkan kekuasaan politik berupa hak membentuk dan mengontrol
arah kebijakan publik. Semakin tinggi kompetisi politik suatu pemerintah daerah maka akan semakin besar
kecenderungan kepala daerah untuk menyediakan informasi karena akan menanggung biaya pengawasan
yang lebih besar dari saingan politiknya (Laswad dkk, 2005). Dikaitkan dengan teori stewardship semakin
tinggi presentase calon kepala daerah yang terpilih menunjukkan bahwa harapan masyarakat terpenuhi
lebih besar daripada calon yang tidak terpilih. Menurut Citro dkk., (2021), Sutaryo & Amanu, (2020), Ott
dkk., (2019), Araujo & Tejedo-Romero, (2016) menyimpulkan adanya pengaruh kompetisi politik
terthadap transparansi anggaran pada website pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

Hi: Tingkat Kompetisi Politik berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui website
pemerintah Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Press Visibility terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui website Pemerintah
Provinsi

Press visibility merupakan perhatian media yang lebih mendorong manajemen untuk mengungkapkan
sejumlah informasi tambahan (Prokofieva & Clark, 2014). Media dapat memengaruhi persepsi dan
perhatian publik terhadap isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan (Laswad dkk., 2005). Sehingga,
semakin tinggi tingkat press visibility mendorong pemerintah untuk menginformasikan kepada publik
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tentang program dan kegiatan sehari-hari pemerintah termasuk untuk mempublikasikan anggaran kepada
publik. Hal ini sejalan dengan teoti stewardship dimana pemerintah sebagai steward berusaha untuk
mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada publik. Laswad dkk, (2005) menyatakan bahwa press
visibility berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada
pemerintah daerah di New Zealand. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan
dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho: Press Visibility berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui website pemerintah
Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tingkat
Transparansi Anggaran melalui website Pemerintah Provinsi

Tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu ukuran standar yang
menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan
digital, serta potensi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat (Badan Pusat
Statistik, 2020). Bagi pemerintah daerah , pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan
untuk terwujudnya good governance yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas (Ardipandanto e 4/,
2015). Kemajuan teknologi informasi komunikasi di dalam pemerintahan juga dapat berperan sebagai
penentu transparansi fiskal (Chen dkk, 2019). Puron-Cid & Bolivar (2018) menyatakan bahwa dengan
teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan
pemerintah dengan dikembangkannya pengungkapan informasi keuangan melalui website. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut maka hipotesis ketiga yang dirumuskan sebagai berikut:

Hs: Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Tingkat
Transparansi Anggaran melalui website pemerintah Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Komitmen Kepala Daerah tethadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui website
Pemerintah Provinsi

Allen & Meyer (1990) menjelaskan bahwa komitmen dalam berorganisasi adalah sebagai suatu konstruk
psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki
implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Dikaitkan
dengan teori stewardship bahwa kepala daerah sebagai steward akan komitmen terhadap visi misi serta
program yang telah direncanakan. Pemerintah daerah akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya
untuk melayani stakebolder (masyarakat). Salah satu bentuk komitmen kepala daerah dalam keterbukaan
informasi terhadap masyarakat adalah transparansi anggaran melalui website, karena anggaran merupakan
sebagai komitmen politis kepada daerah dalam mewujudkan anggaran pro publik atau sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Adanya motivasi dan komitmen kepala daerah untuk
mempublikasikan anggaran daerahnya melalui website, akan memberikan dorongan kepada masyarakat
untuk mengetahui program, visi, misi serta akuntabilitas keuangan pemerintah daerah mereka (Nor dkk,
2019) . Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan sebagai berikut:

H4: Komitmen Kepala Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui website
pemerintah Provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia sejumlah 34 provinsi.
Penelitian ini merupakan penelitian sensus yang akan meneliti seluruh provinsi yang ada di Indonesia
tahun 2016-2020. Namun penelitian ini ada kriteria yang ditetapkan yaitu data yang terkait dengan
penelitian tersedia di website pemerintah provinsi di Indonesia. Definisi operasional dan pengukuran
variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :
a.  Tingkat Transparansi Anggaran melalui website resmi Pemerintah Provinsi (Y)
Ketersediaan dokumen anggaran pada website resmi pemerintah provinsi berdasarkan Instruksi
Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/S] /2012 (Sutaryo & Amanu, 2020)
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jumlah dokumen anggaran
yang diungkapkan

D x 100%

Tingkat Transparansi anggaran =

b. Tingkat Kompetisi Politik (X1)
Jumlah persentase kemenangan dalam pemilihan kepala daerah terakhir pada setiap provinsi di
Indonesia (Rahim & Martani, 2016).

Tingkat kompetisi politik = 1 — % pemenang pilkada

c.  Press Visibility (X2)
Variabel press visibility ini di ukur berdasarkan jumlah berita terkait anggaran yang ditampilkan pada
website resmi pemerintah (LLaswad dkk., 2005).

d. Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (X3)
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2020)

e. Komitmen Kepala Daerah (X4)
Pernyataan visi dan misi yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) (Nor dkk.,
2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis regresi
linier berganda dengan alat bantu SPSS. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh
gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel independen (tingkat kompetisi politik,
press visibility, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi) komitmen kepala daerah
terthadap variabel dependen (tingkat transparansi anggaran pada websife resmi pemerintah provinsi).
Analisis deskriptif dilakukan terlebih dahulu selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan
bahwa model yang digunakan adalah normal dan tidak mengandung gejala multikolonieritas, autokorelasi,
dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN DISKUSI

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda menghasilkan informasi yang dapat

dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Hasil Pengujian dengan Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien Regresi t Sig.
B Std.
Error
1 (Constant) -,076 ,195 -,391 ,696
POL (X1) ,289 ,263 1,096 275
PRESS(X2) ,027 ,005 5,233 ,000
TIK(X3) ,016 ,025 ,644 ,521
KOMITMEN(X4) ,166 ,048 3,455 ,001

Koefisien kotelasi R =0,495

Koefisien Determinasi R Sguare = 0,245

Koefisien adjusted R-square = 0,226

Sig F = 0,000

Persamaan Regresi :

Y =-0,076 + 0,289 X1 + 0,027X2+ 0,16X3 + 0,166 X4
Catatan : tingkat signifikansi a= 5%
POL (X1) = Tingkat Kompetisi Politik
PRESS (X2)= Press VVisibility
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TIK(X3) = Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
KOMITMEN((X4) = Pernyataan Komitmen Kepala Daerah
Sumber: Data diolah (2022)

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,495 menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen sebesar 49,5%, artinya variabel independen tingkat kompetisi politik,
press visibility, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerah
mempunyai hubungan sedang dengan variabel dependen tingkat transparansi anggaran melalui website.

Berdasarkan tabel 1 hasil uji koefisien determinasi (R®) diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,226
atau sebesar 22,6 % yang artinya bahwa tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi
di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 22,6% oleh variabel-variabel tingkat kompetisi politik, press visibility,
tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerah. Sedangkan 77,4 %
tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia dijelaskan oleh variabel
lainnya diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Konstanta sebesar -0,076 pada persamaan regresi di atas mempunyai arti jika tingkat kompetisi
politik, press visibility, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerah
dianggap konstan maka menurunkan tingkat transparansi anggaran melalui website sebesar 0,076 satuan
atau 7,6 %.Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen maka dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya. Nilai Sig. < 0,05 artinya variabel
independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig. > 0,05 artinya variabel
independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 1 di atas
dapat disimpulkan bahwa variabel press visibility dan komitmen kepala daerah mempunyai pengaruh
signifikan terhadap variabel tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah. Hal ini dapat dilihat
dari nilai signifikansinya yang kurang dari 0,05 atau 5%. Variabel tingkat kompetisi politik dan tingkat
pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen karena nilai signifikansinya yang lebih dari 0,05 atau 5%.

Nilai koefisien regresi menggambarkan arah pengaruh variabel dependen terhadap wvariabel
independen. Jika nilai koefisien regresi bertanda positif maka kenaikan atau penurunan variabel
independen sejalan dengan kenaikan atau penurunan variabel dependen. Apabila nilai koefisien regresinya
bertanda negatif maka kenaikan atau penurunan variabel independen berlawanan dengan kenaikan atau
penurunan variabel dependen. Pada tabel 1 di atas terlihat semua variabel independen mempunyai nilai
koefisien regresi yang bertanda positif.

Adapun hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori maupun penelitian terdahulu yang telah
dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Tingkat Kompetisi Politik Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui Website
Pemerintah Provinsi di Indonesia

Tingkat kompetisi politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,275 lebih besar daripada 0,05 (0,275 > 0,05)
yang berarti tingkat kompetisi politik memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi
anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia, sehingga hipotesis 1 (H1) ditolak. Tinggi
rendahnya tingkat kompetisi politik disuatu daerah tidak menjamin kepala daerah termotivasi untuk
meningkatkan transparansi anggaran melalui website resminya.

Penyelenggaraan kompetisi politik dalam hal ini pilkada yang tidak bersamaan waktunya diduga
sebagai penyebab tidak berpengaruhnya tingkat kompetisi politik terhadap transparansi anggaran melalui
website pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Birskyte, 2018;
Laswad dkk, 2005; Rahim & Martani, 2016). Tingkat kompetisi politik pada pilkada di Indonesia masih
tergolong kurang kompetitif. Hal ini dapat kita lihat pada data penelitian sebagian besar daerah memiliki
tingkat kompetisi politik dibawah nilai rata-rata. Pengungkapan anggaran melalui website resmi pemerintah
bukan suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi kepala daerah terpilih, kepala daerah yang
terpilih cenderung membuktikan kemenangan dengan kinerjanya selama menjabat di daerah yang di
pimpin untuk meningkatkan simpati masyarakat atas pemerintahan yang bersih dan terbuka (Rahim &
Martani, 2016). Kepala daerah diwakili Gubernur yang terpilih berperan sebagai steward seharusnya
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termotivasi dalam mengungkapkan informasi anggaran kepada masyarakat (principal) yang telah
memilihnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai steward.

Pengaruh Press Visibility Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui Website
Pemerintah Provinsi di Indonesia

Press visibility memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti press visibility
berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di
Indonesia, sehingga hipotesis kedua (H2) yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan
bahwa semakin tinggi tingkat press visibility maka semakin tinggi pula tingkat tranparansi anggran melalui
website pemerintah provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki press visibility lebih besar, akan
mengeksplorasi penggunaan beberapa media untuk pelaporan termasuk website untuk menyebarkan
informasi keuangan dalam rangka mempertahankan elektabilitas kepala daerah tersebut pada pemilihan
kepala daerah di periode berikutnya (Laswad dkk, 2005). Perhatian media yang semakin dekat
memberikan dorongan untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak (Prokofieva & Clark, 2014).
Pemerintah sebagai steward berusaha meningkatkan pengungkapan anggaran kepada publik dengan
memanfaatkan media website agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu menjadi motivasi
tersendiri pemerintah daerah untuk menanggapi media yang selama ini cenderung memberitakan hal-hal
negatif terkait kebijakan anggaran pemerintah. Sehingga, dengan mengungkapkan informasi anggaran
melalui website resmi pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
tentang sisi positif kinerja dari pemerintah.

Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Tingkat
Transparansi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi di Indonesia

Tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,521 lebih
besar dari 0,05 (0,521 > 0,05) yang berarti tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi
berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah Provinsi
di Indonesia, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang diajukan ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semakin tinggi tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu daerah tidak menjamin
memberikan motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi anggaran melalui website
pemerintah Provinsi di Indonesia. Mourao dkk, (2020) menemukan hasil serupa bahwa teknologi
informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi anggaran melalui website resmi pemerintah.
Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah memilih kepala daerah lebih memperhatikan kinerja
pemerintah secara langsung sechingga cenderung tidak memperhatikan dokumen anggaran yang
diungkapkan melalui internet (Mourao dkk., 2020). Berbeda dengan hasil penelitian Chen dkk, (2019)
dan Puron-Cid & Bolivar, (2018) yang mengemukakan bahwa tingkat pembangunan teknologi informasi
berpengaruh terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website. Adanya perbedaan hasil dengan
penelitian terdahulu diduga pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia belum
dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka pengawasan kinerja pemerintah. Disisi lain pemanfaatan
informasi anggaran pemerintah secara on/ine hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja seperti
pemanfaatan untuk penelitian.

Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui Website
Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Komitmen kepala daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil daripada nilai 0,05 yang
berarti komitmen kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran
melalui website pemerintah Provinsi di Indonesia, sehingga hipotesis keempat (H4) yang diajukan diterima.
Hasil penelitian ini diperkuat Asroel dkk, (2016) yang mengemukakan bahwa komitmen kepala daerah
berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah. Semakin tinggi komitmen kepala daerah terhadap
transparansi maka semakin tinggi pula tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi.
Komitmen kepala daerah terhadap transparansi dalam anggaran menunjukkan penyelenggaraan anggaran
bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses anggaran tersebut secara mudah dan jelas.
Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Nor dkk, (2019) yang menyatakan bahwa komitmen kepala
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daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui website. Kepala daerah
sebagal steward akan berusaha memenuhi komitmen terhadap visi misi serta program yang telah
direncanakannya. Pemerintah daerah akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk menjaga
kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Hasil pengujian data dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan press viszbility dan
komitmen kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website
pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Sedangkan tingkat kompetisi politik dan tingkat
pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2020.

Keterbatasan pada penelitian ini beberapa website resmi pemerintah provinsi di Indonesia sebagian
tidak update bahkan ada juga yang tidak bisa diakses setiap waktu karena sedang perbaikan, sehingga
informasi yang didapatkan selama observasi terbatas. Beberapa provinsi membuat format menu konten
Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum sesuai dengan Instruksi Dalam Negeri
(Mendagti) No. 188.52/1797/S]/2012.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang diuraikan sebelumnya maka saran untuk pemerintah
provinsi yang belum melaksanakan Instruksi Dalam Negeri (Mendagtri) No. 188.52/1797/S]/2012
tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), hendaknya segera mempublikasikan
dokumen-dokumen yang diintruksikan tersebut ke dalam websize resmi pemerintah provinsi. Masukan bagi
pemerintah sebagai regulator bahwa pembentukan regulasi terkait transparansi anggaran pada website
sangat penting sechingga diperlukan reward dan punishment bagi pemerintah daerah. Informasi kegiatan
pemerintah terkait anggaran merupakan hak masyarakat sebagai stakeholder terbesar pemerintah,
sehingga proses penyampaiannya melalui media yang mudah dan cepat untuk diakses. Penelitian
selanjutnya terkait transparansi pemerintah daerah di Indonesia sebaiknya mengembangkan suatu indeks
transparansi yang dapat mengakomodasi subjektivitas peneliti guna mengukur transparansi suatu
pemerintah daerah.
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